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.. bahwa pembangunan dl Dacrah pada hakekatnva aAdalah

bagian dAnT i pembangunan Nasional vang dilaksanakan

nleh Pemerintah bersamn masvarakatl dimans berhas1l inya
pembangunan Nasional tergantung kepada parti1sipasi

masvaraknt sSehagai pelakuy utama pembapgunan

dan

Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing

serta menciptakan suasana vang menunjang i

]

bh. bahwa seislan dengan laju pembangunan; (FENE semakin

pesat terutama dibidang pembangunan perumahan YAng
berakibhat percepatan pertambahan penduduk periu
diimbanyg denean penvedixan Prasarana Lingkungsan.

Urilitis Umum dan Fasilitas Sosial Yang memadai

terdiri dati sarana  pendidikan, kesehatan.

ihadatan dan prasarana |ingkungan

poT-




—

Hen

TTHE

At

g

bahwa terbatasnva angearan pembanzunan untuk penve-

diman sarana dan prasarsns sebagnimaina dimaksud  pada
Uiy n di alns. diperiokan peran sertd pihak swnsts
i peErusahaan rembangunan fre pumahan I denean
kw1 bhan mem b Fun sésun | dengan maksud pada
butir & dan b d1 atss  Wntok wemenuht  kebutuban
Vindkungan sekilarnva  pada umamnya  dan  khususnvay
hebbtuhan dilingkungan sendiri 3

buhwa untuk maksud pada butir ¢ di atas periu  dile-
tapkan dolam Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
llaernh-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Jawa  Harat| Berita Negnrs Republik Indonesia Tahun
1950 ).,

Undang-undang Nomor 12 Dri Tahun 1957 tentang Peratu-

ran  Umum Retribusi Daerah ( Lembaran Negars Tahun
1957 Ho. 5T. TLH Ho, TZEE 5.

tUindang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Kelentuan
IMasar Pokok-pokok Agraris ( lembaran Nesaras Tabun
1960 Ko, 104, TIN No. 2043 ).

Undang—undane Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintabkan DI Daerahi lLembaran Nesara tahuen 1974
N, 38, TEN Mo, 3037 ).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentdny Ketentusn-
ketentuan Pokok Fengelolaan Lingkungan Midup | Lembia-
ran Negarn Tahom T982 No. 12, TEN Mo, 3215 ).

LUndang-undang Nomor 4 Tahun 16592 tenvang Perumahsn
dan  Pemukiman | lLembaran Negara Tahun 1992 No, 23,
TLN Mo, Je% ).




Undang=undang . Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penatain

Kuang | Lembaran Negara Tanhun 1992 No, T3, Mo,
dAUN Y

Fersturan Femerintah Nomor 9 “ahun 1927 tentang
Fenyvediaan dan Penggunaan Tanah Untuk  Keperluan
lempat Pemakaman | Lembaran Negara Tahun o 1987 Mo,

15, TLEN: No, 3X50 §,

Feraturan Femerintah Nomor 14 Tahun 1987 tTentang
Henverahan Sebapian Urosan Pemerintah Dibidang
Pekerjaan Umom Kepada Daerah | Lembaran MNegara Thahun
1987 Mo, Z5. TLN No.. 3352,

Peraturan WFemerintah Nomor 45 Tahun 19492 tentang

Fenvelenggaraan Otonomi  Daerah Dengan Titik Berat
Hada Daerah Tingkat 11 ( Lembaran Negara Tahun 9492
Moo 7. TEN Ro 3387 ).

Heraluran Menter: Dainm Neperi Nomor 1 Tahun | 55T
tentang VFPenverahan Prasarana Lingkungan,  Utilitas
Umum dan Fas:litas Soasial Perumshan kKepada Pemerintah
lnerah.

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun (1987

tentang Pedoman Penvusunan Fencans Kota,

hepuiusan Mentera idalam Neger: Nomor 59 Tahun | U8S
tentang Petunjuk Petaksanaan Peraoturan Meateri Dalam
Negert Nomor 2 Tahun 19587 tentang Pedoman Penvusunan
Eencana Kota,

heputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor % Tahun 1987 tentang Penyvediaan Penggunaan
Tanah Untulk Keperluwan Tempal Pemakamam. i



MenoeLaphan

tialam

e Peraturan  Daerah Kabupaten Daerabh Timekat 1] Hekas
Nomor J4/HRK-PL/RP .03 . 1/VI11/1998% tentang Fenunjukan
Penyidik Pegonwal Neger] s{ipil.

o, VFeraturan imerah kabupsten Unerab Tingkat 1| Bk asi
fomar 20 tabhun 9493 tentang Remcana Umum Tata Kumng
“ilayah kabupaten baerah Th 11 Pekasi Sampai Dengan
00, L
Dengan Fersetujuan Dewan Perwakilan Kakyat
Dnerah Kabupaten Deerah Tingkat 11 Bekasi
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I  BEKAS]
TENTANG KEWAJIBAN PENYEUDIAAN PRASARANA L INGEKUNGAN
UTTLITAS UMM DAN FASILITAS S031AL BAGI PERUSAIIAAN
FEMBARGUNAN PEEUMAHAN D1 WILAYAH KADUPATEN [DAEHAH

TINGKAT Il BEKAS) .

HaA B |

KETENTUAN 1TNLIM

PFasal 1

LTV

Ffoeraturan [aerah

vang dimaksud dengan

i Uaerall ads lah Kikbupaten Daerah Ting

I Pemwraniah Daerabh adalabh Pemerintah kabupaten Daersh Tk 1L Heknsi

C. NMupntl kepnla Daerah adalah Bopat

kat |1

Kepa |

Hekasi

llmerah TK 11 Hekasi

1
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Pasal |

v Perusahaan pembangunan  perumshan berkewnjibhan membangun  fasilitas
sisial  terutams  berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan dun
wiarana kebuotuban lingkuhgan Initimva. '

Pl PeThsahaan pembangunnn Perumaban selain berkewsiiban sebagn imans
dimkauid  avat (1) Pasal Eni. Jups berkewa)ibhan menyedikan 1hnih
VUL Sacuns pemakaman umiam seluds 2% dard lokasi ¥Yang dibebazskan
dilam bentuk kapling Skap pakal.

CBY Mg smie F1IVaa P sevennr 20 % dard Litik vang difzsinkan.

B A B 111

TATA CARA PELAKSANAAN

Fasa) 4

ilap mdrusahoan pembAangunsan perumahan ool am mel aksanaknn kews | | ban=
n¥a sehagaimana  dimaksud Pasa| 3 Feraturan Daerah ini diatur oleh
Bupaly wepala Daerah Tingkst 'l Belkas]|.

Fasal 5

LIL Sebikp  perasahasn pembanzunasn sebedum melaksanakan  kewajibannya
sobigacmina dimaksud svat ()| Fasal 3 Peraturan Dasrah ing terle-
dah dhhuale membuat pernvatasn kesedipan dengan penuh  kesungsuhan
membangun fasilites soxin) herdasarkan kebutuvhan ¥amg terdlrei
PENVEdtasn Lanah dan bangunannya vans disaksikan Kepala Dinas.

t<t Umiuk menyediakan [anoh sarans pemakaman sebagaimana dimaksud avat
i=1 Fuasal 3 Peraturan Daerah ini dintur lebib lanjut oleh Hepati

kepala Uaerali.

b
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Pasa| b

Prasakana linegkungan. utilitas umum dan fasilitas sosial }ung
meEm pad . kews ) than perusahasn pembangunan perumahan selelah dgelesai
dithaiizun diserahkan  pada Pemerintah Daerah, khusus wuntuk |ahan
lempal Femakaman tmom diserabhksn pada wakty menga jukan site plan.

sSeliglum diserahkan Lerlebih dahulu dilakukan penilaian  vane
dituangkan dalam Berits Acara sesuai ketentuan vang berlakuy aleh
Fim yane ditunjuk oleh Rupati Kepala Dacrah.

RAB V¥
RETENTUAN PIDAKA 1AM PENY TIHIKAN

Pasa] 7

farang siaps ynng melanggnr ketentuan Pasal 4 dan  Pasal 5 Peratu-—
ran  Bherah ani diancam hukuman kurungan s¢lamn-lamanyae 3 (tipga)
b lan alaw dendd sehanyak-banvaknya Bp. 50.000.= ( |ima paluh ribu
roprian .

Lindok pidanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1] Pasal ini adalah
PelinEgntin.

Pasa] &

Pervidikan terhadap pelangearan sebagsimana dimaksud Pasal 9 avat
t=r Peraturan Daerah ini difaksanakan oleh Penvidikan Pegawal
Nepord  Sipil dilingkunean Pemerintah Baerah vang pengangkatannva
ditelaphin sesund dengian petaluran perunduang-undangan yang berla-—
LT



=1 adam mel aksanskan tooss penvidikan. para Penvidik Heepaws NewErrg
A2t l s=ehagal dimaksed avar (1) Frsal in| herwenang

M M ey laporan Atau penEaduan oaudr i SEsSeoriange tentane AdRTIVE
Lindal prdans

b. melnkukan tipdakan Pertams pada sant. ity ditempat kejadian dan
me lxkukan pemeriksann

i

Menvuroh bertentt seoarang tersanzka dan memeriksa tanda penge-
nal dirt lengkap

el mieldakukan penvitaan benda dan Atay =urat
. meneamhil sidik jart dan memotret EEseoTaAnE i .

. wmewmangeil dntuk didenear dan diperiksa sebapai tersangka atau
sak®1 3

#. mepdatangkan orang ahli  yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara : (T

fi. mengadakan penghentian penvidikan setelah mendapat  petunjuk
dlary Penyadik Kepolisian Republik Indonesia hahwa tidak terda-
pat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan meruvpakan tindak
ridana don  selanjutnva melalui Penvidik Kepolisian Republ ik
imilonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut  umum.
lersnngka atau keluarganva.

— i menadakan tindakan [ainava menurat hukom yang dapat dlpurtnnﬂ—
Y jawabkan

oA B W
KETENTUAN  PENUTLP
Fasxal @

Hal=hal vang belum cukup diatar dalam Peraturan Daerah ini
sEpanjang mengenat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih laniut oleh
Hupat i« hepala Duerah.
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